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PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mna
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sirih, 03 Juni 1997, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXxxXX, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di XXXX XXXXX XXXXX XXXX,
XXXXXXXXX XXKKK, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Mei 1990, agama Islam,
pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KOTA MEDAN, KECAMATAN , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada
tanggal 25 Agustus 2022 dengan register  perkara  Nomor
287/Pdt.G/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah nomor : 04/04/1/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, tanggal 09
Januari 2020;
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2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah milik orang tua Penggugat di XXxX XXXXX XXXXX XXXX, lebih kurang
selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah
kontrakan di Jalan Padang Pematang, lebih kurang selama 4 bulan, sampai
akhirnya berpisabh;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul
sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama,
Clara Putriza, umur 4 tahun, Perempuan, anak yang kedua bernama, Zayna
Putri Le, umur 2 tahun 1 bulan, Perempuan, yang sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang
lebih selama 10 bulan, kemudian sejak akhir bulan Oktober 2020 sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus masalah
keuangan keluarga dikarnakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan

6. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat masuk rumah sakit, setelah
Tergugat pulang dan menjenguk Penggugat di rumah sakit lalu Penggugat
meminjam Handphone Tergugat dan Penggugat menemukan video
perzinahan Tergugat dengan wanita lain

7. Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarnakan Tergugat cemburu
berlebihan dengan Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam
rumah tangga

8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Agustus 2022,
(Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXX XXXXX
XXXX, XXXXXXKKK XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, sedangkan Tergugat
pulang kerumah saudara kandung orang tua Tergugat di XXXXX XXXXX XXXX,
RT 14, XX000XXX XXXX XXXXX, XXXXXKKKK XXXK XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXxXxxXxX) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih

kurang 11 hari;
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9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah
tangga dengan Tergugat;

10.Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan
terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan
sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara
secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manna telah membuat
penetapan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Mna, tanggal 25 Agustus 2022 dengan
amar sebagai berikut:

— Mengabulkan permohonan Penggugat;

— Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

— Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Negara yang akan diperhitungkan Bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXX, Nomor 04/04/1/2020 Tanggal 09 Januari

2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.

Saksi |, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan xxx XXxXXXx XxxxxX, bertempat tinggal di XXXX XXXXX XXXXX XXXX,

XXXXXXXXX  XxXxX, Kabupaten Ben gkulu Selatan, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah milik orang tua Penggugat di XXXX XXXXX XXXXX XXXX,
lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah kontrakan di Jalan Padang Pematang, lebih kurang selama 4
bulan, sampai akhirnya berpisabh;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak Oktober 2020;
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- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, puncak pertengkaran
terjadi pada bulan Februari 2021 saat itu Tergugat menjual telpon
genggam Penggugat untuk membayar hutang judi online Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu
rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Lebih kurang 1 bulan yang
lalu sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini keduanya sudah sulit

untuk dirukunkan ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXX XXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXxXxxxX, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah milik orang tua Penggugat di XXXX XXXXX XXXXX XXXX,
lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah kontrakan di Jalan Padang Pematang, lebih kurang selama 4
bulan, sampai akhirnya berpisabh;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
serta harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak
harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak Oktober 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat
pernah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah

melihat video mesum Tergugat dengan wanita lain, puncak pertengkaran
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terjadi pada bulan Februari 2021 saat itu Tergugat menjual telpon
genggam Penggugat untuk membayar hutang judi online Tergugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu
rumabh lagi karena telah berpisah rumah sejak Lebih kurang 1 bulan yang
lalu sampai sekarang;

- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil

dan saat ini keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau
kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam Al-Anwar Juz Il
halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya:
“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau

gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya
mendalilkan bahwa sejak Oktober 2020 Tergugat dengan Penggugat berselisih
dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat
pernah melihat video mesum Tergugat dengan wanita lain, puncak
pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 saat itu Tergugat menjual telpon
genggam Penggugat untuk membayar hutang judi online Tergugat, dan
akhirnya pada Lebih kurang 1 bulan yang lalu antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi,
sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak
keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil,
sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan
atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan
alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu
yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan
tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena yang
bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
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Tergugat pada tanggal 09 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 09 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh
fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan
perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat
adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi,
yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No.
9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan
atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar
keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk
perkara di ATAS;
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Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah
merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan,
pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut
satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis
menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat
materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar disebabkan Tergugat pernah berselingkuh dengan
wanita lain, bahkan Tergugat pernah melihat video Tergugat dengan
wanita lain, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 saat
itu Tergugat menjual telpon genggam Penggugat untuk membayar
hutang judi online Tergugat;

- Bahwa sejak Lebih kurang 1 bulan yang lalu mereka telah berpisah
tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi

merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di
atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat yang penyebabnya Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain,
den miliki hutang judi online sebagaimana diuraikan di atas telah
mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan
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B4

oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21
tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,
maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah
terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah
atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan
Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan
Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka
Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk
berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor
287/Pdt.G/2022/PA.Mna, pada DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2022
Nomor : SP DIPA-005.04.2.3.309120/2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Manna tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Manna;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manna pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin,
S.H.l,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.l dan Pinta
Zumrotul lzzah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli
Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I Mohamad Sholahuddin, S.H.l.,M.H.

Pinta Zumrotul 1zzah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H
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